BAB V
KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan dan Saran

Penghapusan desa merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun
demikian, pemerintah desa masih memiliki peranan lewat adanya musyawarah
tentang penataan desa, termasuk di dalamnya mengenai penghapusan desa sebagai
bagian dari otonominya. Oleh karena itu, penghapusan desa tidak menghilangkan
makna otonomi asli desa karena desa merupakan bagian dari negara kesatuan yang
memiliki otonomi tetapi juga masih harus mengikuti keputusan pemerintahan di
atasnya. Namun, adanya hasil musyawarah yang berisi aspirasi masyarakat desa
harus ada dan menjadi pertimbangan yang kuat bagi pemerintah pusat untuk
melaksanakan kewenangannya agar tidak berdampak merugikan terhadap

masyarakat desa.

Terkait desa-desa terdampak lumpur Sidoarjo yaitu desa di Kecamatan
Porong yang terdiri dari Desa Renokenongo, Desa Glagaharum, Kelurahan Jatirejo,
Kelurahan Mindi, dan Kelurahan Siring. Desa yang terdampak lumpur di
Kecamatan Jabon terdiri dari Desa Kedungcangkring, Desa Pejarakan, dan Desa
Besuki. Desa yang terdampak lumpur di Kecamatan Tanggulangin terdiri dari Desa
Gempolsari, Desa Kalitengah, Desa Kedungbendo, dan Desa Ketapang. Desa-desa
tersebut tetap harus melakukan musyawarah desa yang difasilitasi oleh Badan
Permusyawaratan Desa agar dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat

sebelum keputusan untuk melakukan penghapusan desa dikeluarkan.

Bencana Lumpur Sidoarjo berdampak besar terhadap masyarakat
diantaranya terkait hilangnya wilayah sehingga penduduknya harus berpindah,
serta berdampak terhadap pemerintahan desa yang tidak dapat berfungsi. Bencana
tersebut merugikan kesejahteraan masyarakat terkait ekonomi salah satu contohnya
berupa hilangnya aset kepemilikan masyarakat, dan sebagainya. Hal tersebut juga
merugikan secara kesehatan karena mempengaruhi kualitas air, tanah dan udara

yang digunakan oleh masyarakat. Secara sosial masyarakat kehilangan ikatan sosial
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dan budayanya. Secara politik masyarakat kehilangan hak pilih karena KTP yang
tidak dapat berfungsi dengan alasan wilayah yang telah hilang. Dengan adanya
dampak tersebut maka penghapusan desa seharusnya dilakukan karena pemerintah
desa yang seharusnya menyejahterakan masyarakat tidak berfungsi lagi, selain itu
pada praktiknya kewajiban pemerintah pusat untuk ikut menyejahterakan rakyat
desa tidak berjalan dengan baik, padahal masyarakat masih memiliki hak untuk

dapat hidup dengan layak.

Penghapusan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
disebabkan oleh bencana alam dan/atau kepentingan nasional yang strategis. Kedua
syarat tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Di dalam kasus Lumpur Sidoarjo
penulis menemukan bahwa bencana Lumpur Sidoarjo bukan merupakan bencana
alam tetapi bencana non alam yang disebabkan oleh kegagalan teknis, berupa tidak
dipenuhinya prosedur operasi standar pengeboran yaitu tidak digunakannya
selubung pelindung baja untuk bor, tidak ada pemasangan casing, kurang

kompetennya pihak yang melakukan pengeboran dan lain sebagainya.

Dengan adanya Bencana Lumpur Sidoarjo sebagai bencana non-alam maka,
pihak yang melakukan kesalahan yang bertanggung jawab. Lapindo Brantas harus
memberikan ganti kerugian yang layak bagi masyarakat terdampak. Pemberian
ganti rugi secara kolektif dan individual. Contoh berupa penanganan korban
pengungsian bencana, pemberian ganti rugi secara material, ganti rugi pembelian
lahan dan pemukiman warga, dll. Dengan adanya pertanggung jawaban dari
Lapindo maka, APBN negara tidak terbebani. Pada saat ini, penalangan dana APBN
untuk Lapindo Brantas digunakan agar masyarakat mendapatkan ganti kerugian
dengan lebih mudah sehingga kesejahteraannya terpenuhi. Tetapi harus ada jangka

waktu sampai kapan penalangan dana dilakukan agar APBN negara tidak habis.

Terkait dengan penghapusan desa akibat bencana lumpur Sidoarjo oleh
pemerintah, penulis menyetujui hal tersebut dikarenakan sudah tidak terpenuhi lagi
unsur dari desa berupa masyarakat, wilayah dan pemerintahannya. Penghapusan
desa dapat meningkatkan efisiensi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penghapusan desa di Sidoarjo dengan alasan bencana non alam tidak termasuk ke
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dalam syarat penghapusan desa di dalam undang-undang desa, oleh karena itu perlu
adanya penambahan alasan penghapusan desa yaitu berupa penghapusan desa
karena unsur desa yang tidak terpenuhi. Selain itu, penghapusan desa yang

dilakukan harus memiliki produk hukum yang berbentuk undang-undang.
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